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PENDAHULUAN
• Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia

karena tidak terlepas dari pengaruh pada perkembangan Sumber
Daya Manusia (SDM).

• Sumber Daya Manusia (SDM) di Negara Indonesia sampai dengan
tulisan ini dibuat, masih tergolong dalam kategori rendah

• Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dapat menyebabkan
terjadinya persaingan tenaga kerja dikarenakan terbatasnya kualifikasi
yang dibutuhkan oleh pemberi kerja

• Dalam hal memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan investasi,
Pemerintah Indonesia mengakomodir dan mengizinkan pemberi kerja
yang berbentuk badan hukum untuk mendatangkan Tenaga Kerja
Asing
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PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana standar serta batasan atas penggunaan visa dan 

izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang melaksanakan

pekerjaan atau sebagai tenaga kerja di Indonesia?
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian menggunakan metode Normatif dimana penelitian hukum

ini mengkaji, mengidentifikasi, dan mengevaluasi atas pelaksanaan setiap
ketentuan hukum serta dokumen yang tertulis pada setiap peristiwa
hukum serta atas hasil setiap pemikiran serta penelitian yang telah
dihasilkan secara sistematis.

Tujuannya adalah memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan memberikan saran apabila penerapannya
masih belum sesuai untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
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METODE PENELITIAN
Terdapat 2 data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer :

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja;

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing;

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja;
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METODE PENELITIAN
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 
Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing;

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 
2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal;

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal
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METODE PENELITIAN

B. Bahan Hukum Sekunder :

• Google Scholar (scholar.google.com)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Visa dan Izin Tinggal Terbatas untuk TKA

• Pemberian visa dan izin tinggal diatur pada UU No. 6/2011 dan secara rinci
penggunaan TKA diatur pada PP 34/2021.

• Syarat yang dibutuhkan, salah satunya seperti RPTKA, menunjuk tenaga
kerja pendamping TKA dan melakukan pelatihan kerja, memulangkan TKA
dalam hal jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir, membayar
DKPTKA, dan mengikutsertakan TKA dalam jaminan sosial nasional.

• TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki hubungan kerja dengan
pemberi kerja TKA berdasarkan jangka waktu tertentu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
B. Visa Kunjungan Umum untuk Calon Tenaga Kerja Asing Dalam Uji 

Coba Kemampuan dalam Bekerja

• Dapat diberikan oleh beberapa peruntukan, khususnya kepada
calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam
bekerja.

• Belum ada aturan rinci terutama dalam standar terkait
pelaksanaannya, baik standar uji coba kemampuan maupun
standar dalam penggunaannya

• Belum ada syarat khusus untuk mendatangkan calon tenaga kerja
asing, hanya dibutuhkan surat undangan pelaksanaan uji coba
kemampuan dari pelaksana.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
C. Penggunaan dan Batasan

• Penggunaan visa dan izin tinggal kunjungan khususnya untuk calon tenaga kerja asing
dalam uji coba kemampuan dalam bekerja belum diatur secara eksplisit, baik dari segi
ketentuan khusus maupun batasannya.

• Akibat belum adanya aturan yang secara khusus memberi batasan dan penggunaan,
terdapat kekosongan hukum dalam penggunaan calon tenaga kerja tersebut.

• Batasan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Jenis pekerjaan apa yang dapat diuji cobakan;

2. Kegiatan apa yang dapat dilaksanakan selama uji coba tenaga kerja asing;

3. Waktu kegiatan uji coba tenaga kerja asing;

4. Penilaian dan hasil selama masa uji coba tenaga kerja asing;

5. Pelaporan kegiatan uji coba tenaga kerja asing kepada instansi terkait;

6. Hasil dari uji coba tenaga kerja asing; dan

7. Ketentuan batasan lainnya yang dapat membedakan antara uji coba tenaga kerja
asing dengan TKA
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PERBEDAAN SYARAT ADMINISTRASI

NO SYARAT
IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK 

TENAGA KERJA ASING 

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK 

CALON TENAGA KERJA ASING 

DALAM UJI COBA KEMAMPUAN 

DALAM BEKERJA 

1 Passport YA YA

2 Pas Foto Berwarna YA TIDAK
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PERBEDAAN SYARAT POKOK

NO SYARAT
IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK 

TENAGA KERJA ASING 

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK 

CALON TENAGA KERJA ASING 

DALAM UJI COBA KEMAMPUAN

DALAM BEKERJA 

1 RPTKA YA TIDAK

2
Surat Undangan Pelaksanaan Uji Coba Kemampuan dari Instansi 

Pemerintah atau Lembaga Swasta 
TIDAK YA

3 Ijazah Pendidikan
YA TIDAK

4 Sertifikat Kompetensi dan/atau Pengalaman Kerja YA TIDAK

5 Perjanjian Kerja
YA TIDAK

6 Surat Keterangan Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping YA TIDAK

7 Surat Pernyataan Penjamin YA TIDAK

8 Rekening Koran Pemberi Kerja TKA YA TIDAK

9 Memiliki Asuransi dan/atau Didaftarkan pada Asuransi Nasional YA TIDAK
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PERBEDAAN KETENTUAN PEMBIAYAAN

NO SYARAT
IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK 

TENAGA KERJA ASING 

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK 

CALON TENAGA KERJA ASING 

DALAM UJI COBA KEMAMPUAN

DALAM BEKERJA 

1 Pembayaran DKPTKA

US$ 100 atau setara Rp 1.500.000.-

(kurs Rp 15.000,-/US$ 1)/bulan untuk 

setiap TKA

TIDAK

2 Biaya Visa
US$ 150 atau setara Rp 2.250.000,-

(kurs Rp 15.000,-/US$ 1)/permohonan

US$ 50 atau setara Rp 750.000,- (kurs 

Rp 15.000,-/US$ 1)/permohonan

3 Biaya Persetujuan Visa Rp 200.000,-/permohonan TIDAK

4 Biaya Izin Tinggal

Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-

/permohonan (tergantung masa berlaku 

izin tinggal)

Rp 500.000,- s/d Rp 750.000,-

/permohonan (tergantung masa berlaku 

izin tinggal)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
KETENTUAN LAIN-LAIN

NO SYARAT
IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK 

TENAGA KERJA ASING 

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK 

CALON TENAGA KERJA ASING 

DALAM UJI COBA KEMAMPUAN

DALAM BEKERJA 

1 Kewajiban Alih Teknologi dan Ilmu YA TIDAK

2 Jangka Waktu Maksimal 2 tahun Maksimal 60 hari
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HASIL DAN PEMBAHASAN
• Secara tujuan, penggunaan visa dan izin tinggal kunjungan untuk

calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja
dimaksudkan agar pelaksana uji coba dalam bekerja untuk orang
asing dapat mengetahui kemampuan dan kualifikasi orang asing
sebelum dipekerjakan

• Namun, akibat belum adanya batasan dalam uji coba orang asing
dapat menyebabkan suatu kerugian tersendiri, baik kepada
pelaksana uji coba maupun kepada negara.

• Salah satunya seperti tidak adanya kewaijban melaksanakan alih
ilmu, tidak dapat melaksanakan pembinaan dan/atau pengenaan
sanksi apabila orang asing melakukan pelanggaran, tidak adanya
pemasukan negara atas penggunaan TKA, tidak adanya
keikutsertaan orang asing terhadap asuransi, dan sebagainya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

• Secara normatif, terdapat ketentuan alih status dari izin tinggal
kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, sehingga orang asing
dapat dialih statuskan menjadi TKA.

• Dengan adanya alih status “uji coba” menjadi “TKA”, maka
tidak sejalan dengan ketentuan UU 13/2003 jo. PP 35/2021.
karena uji coba hanya dipersyaratkan pada PKWTT, sedangkan
perjanjian TKA termasuk pada PKWT. Sehingga ada
ketidakpastian hukum dengan perundang-undangan yang
telah berlaku sebelumnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
• Guna menanggulangi dan meminimalisir adanya ketidaksesuaian

penggunaan visa dan izin tinggal, perlu dilakukan pengkajian
standar dan pembentukan batasan tugas pokok dan fungsi maupun
jenis pekerjaan tertentu serta ketentuan khusus oleh pemerintah
republik indonesia terkait penggunaan calon tenaga kerja asing
dalam uji coba kemampuan dalam bekerja sehingga
penggunaannya dapat sesuai dengan kondisi yang ada.

• Melaksanakan optimalisasi pengawasan oleh instasi terkait atas
adanya calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan
dalam bekerja dan penggunaan TKA juga sangat perlu dilakukan.

• Memberikan aturan yang jelas, mudah, transparan, serta murah atas
penggunaan TKA sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dan/atau
penyalahgunaan penggunaan visa dan izin tinggal di indonesia.



18

KESIMPULAN 
Adanya penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui batasan-batasan yang
seharusnya mengatur, membatasi, dan membedakan TKA dengan calon tenaga
kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja yang digunakan orang
asing selama melaksanakan pekerjaan di Indonesia. Walaupun pekerjaan yang
dimaksud adalah dalam hal uji coba kemampuan kerja, namun sampai dengan
saat ini, masih belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan
calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja, baik dari segi
ketentuan khusus maupun batasannya terhadap TKA, sehingga terdapat
kekosongan hukum dalam pemberian batasan antara TKA dengan calon tenaga
kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja. Diharapkan, Pemerintah
Indonesia dapat memberikan aturan yang jelas, mudah, transparan, serta murah
atas penggunaan TKA sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dan/atau
penyalahgunaan penggunaan visa dan izin tinggal di Indonesia serta melakukan
peningkatan SDM dan kesempatan pembelajaran di Indonesia serta
pengembangan industri teknologi agar tenaga kerja di Indonesia juga dapat
bersaing dengan TKA dan juga negara-negara lainnya.
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KESIMPULAN 
Bagi peneliti selanjutnya, berkaitan dengan adanya penelitian ini, maka disarankan
agar dapat memastikan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam mementukan serta
mengesahkan ketentuan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan
peruntukannya dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang telah diatur
sebelumnya dan masih berlaku. Disarankan juga agar peneliti selanjutnya dapat
menggunakan lebih banyak sumber dan dapat memperluas objek penelitian tidak
hanya pada segi ketenagakerjaan, melainkan dari segi pengikutsertaan jaminan
sosial nasional bagi TKA serta penetapannya. Hal ini dikarenakan belum adanya
aturan yang menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan bagi TKA yang
diikutsertakan dalam jaminan sosial oleh Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan
yang ada beserta penerapannya.
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